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MOTTO

“Hanya kita yang punya sikap mental mau belajar dan memperbaiki diri
secara konsisten , bisa tetap eksis dan sukses dalam menghadapi perubahan
yang terjadi’*

! Andrie Wongso, 2010, Darma Nyata Press PT, Surabaya.
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RINGKASAN

Pada tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
Pasal 5 menyatakan, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan
daerah, menciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan
ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pengembangan usaha mikro,
kecil dan menengah perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah
maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku
ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah, yang dalam ha ini diserahkan kepada
Dinas Koperass dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pihak yang
berwenang, kedepan perlu diupayakan lebih mendukung bagi tumbuh dan
berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah.

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimanakah upaya dinas Koperasi
dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
serta apakah bentuk tanggung jawab Dinas Koperasi dalam mengawasi kegiatan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah
untuk mengetahui dan memahami upaya dinas Koperasi dalam pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No.
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan untuk mengetahui
dan memahami  bentuk tanggung jawab Dinas Koperasi dalam mengawasi
kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah
merupakan peranan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah
agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Jenis pembinaan meliputi,
Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan
menengah oleh Pemerintah, Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah, Pembiayaan dan Penjaminan bagi
Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah, Kemitraan Antara
Usaha Mikro.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan istilah “penelitian
hukum normatif”, yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham
positivisme.> Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang
diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji
berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta
literatur yang beris konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan

2 Soetandyo Wignjosubroto, Metode Penelitian Hukum: Apa Dan Bagaimana, tth, him. 13.
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permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Bahan hukum primer, yaitu
bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan
Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wignjosubroto adalah juga seluruh
informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara.
Tanggung jawab pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan putusan dalam pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas tujuan yang akan dicapali yang berupa
pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas
yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluas mengena sgauhmana
pel aksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengamatan atas pelaksanaan seluruh
kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan
yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Atau suatu usaha
agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya
hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang
kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Jenis Upaya dinas Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah meliputi, Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan
usaha mikro, kecil dan menengah oleh Pemerintah, Pembinaan dan
Pengembangan Kegiatan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Oleh
Pemerintah, Pembiayaan dan Penjaminan bagi Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah oleh Pemerintah, Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dengan Usaha Besar, Koordinasi dan Pengendalian dalam Upaya Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah yang kesemuanya itu telah
diatur dan dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. melakukan pembiayaan terhadap
Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank, Pengembangan lembaga moda ventura, Pelembagaan terhadap
transaks anjak piutang, Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha
Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperas jasa keuangan konvensional
dan syariah, dan Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk menciptakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) harus adanya rasa keadilan dan menciptakan suatu kepastian hukum
yang kongkrit dari pemerintah, dengan begitu pemerintah harus melakukan suatu
trobosan baik dalam suatu Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ataupun dalam regulas dalam pembuatan Perjanjian pengembangan sektor
prekonomian dalam masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah melalui peningkatan akses permodal an/pembiayaan,
Kementerian Koperass dan UKM harus terus berupaya meningkatkan
kemampuan aksesabilitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
terhadap pembiayaan baik dari dana perbankan maupun non perbankan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan nasiona bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta meletakkan prinsip-prinsip
dasar yang harus dipedomani dalam menjalankan roda perekonomian dan
mewujudkan kesgjahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar tahun
1945, menyatakan “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan”.® Dasar untuk mewujudkan keadilan, sebagai kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam
meningkatkan taraf hidup rakyat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan
usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan
ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan
ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus
memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan
seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha
ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik
Negara yang tertuang dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No.
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).*

Pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah disebutkan
dengan jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, diatur dalam pasal 1 (1), (2), dan (3) menyatakan:

3.Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (1)
4.Hadisapoetro, S. 1986. Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia. Jogjakarta.

CV. Sapta Caraka.
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(1). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha K ecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.°

(3). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini.’

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan dalam Pasal 3 Undang-
undang Nomor 20 tahun 2008 bahwa, usaha mikro, kecil dan menengah
berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiens
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasiona serta bertujuan menumbuhkan dan
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro, kecil dan
menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi
nasional, olen karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil
pembangunan. Sebagaimana terdapat dalam Preambull Alinea V.2

Pada tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
Pasal 5 menyatakan, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,

. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat (1)
6 .

. Ibid, Pasal 1 Ayat 2

7. Ibid, Pasal 1 Ayat 3

® Chumi Zahroul F. 2008. Buku Diktat Koperasi Indonesia. Fakultas Keguruan Dan limu Pendidikan

Universitas Negeri Jember.



